PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
Norsor : 11 Talinn 2002
TENTANG
RETRIBUSI DOKUMEN LELANG

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA E3A
BUPATE ACEH TENGGARA

Mealmbang - 4. Bahwa untol membert kesempatan kedga dalam

rangka  meningkatian produlktivicas

SrRIAlat sarta
dunia  usaha, maka pelsksaan  proyek-provek
pefnbangunan’ yang dibiayai oleh APBD Kabupaten
Aceh Tenggara harus dilakukan melalyi proses tender
atau dikena) dengan proses lelang .

b.Bahwa untuk kelancaran proses lefang dan dalam
rangks  pamiberian  pelavanan  pembinasn  sers
pengendalien terhadap pelaksariasn lelang maka
ditaga periu di atur tentang prosedur dan tatn rertih
adminisrasi Ielang serta pengadaan dokumen lelang

c. Bahwauntuk eraming  pelaksanaen g

lelang
sebugaimana tersebut di atas maka perly di atur dalam

Pereturen Dacrah Kabupaten Aceh tenggara

Meagingat . 1. Undangundang Nemor 4 fshun 1974 tentang
Pernbentukan Kabupaten Aveh Tenggars |
2, Undang-undang 'MNomer 22 Tahun 1999 tentanz

merintabian Dacrah .

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keungan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah




- Peraturan Pemerintah Normor 25 ‘Tahug 2000 tentang
Keswvenangan Pemerintah Pusat dare Kewenangan  Propinsi
sebagai Dacrah Otonom

o

Keputusan Presiden Nomor 44 1ahun 1999 tentang

Teknik Penvisunan Peraturan i‘emni'[ml\g—undaugaq

den Bentuk Rancangan Undﬂr\g—unda.ng Rancangan
Peraturan  Pemerintah  dan Rancangan  Keputusan

Piesiden |

- Kaputusan Presiden Nomoe 17 Tahun 2000 rentang
Peialsanann Anpgaran Fendapatan dan Belanja Negara.

1 Nomtor 18 Tatun 2000 tentang
Petgadsan Barang / Jasa Intansi Pemerintah .
I Menieri Dalem Negeri Nomor 84 Tahun 1997

tentang Penyidik Pogawai Negeri Sipil g Linghungan
Femerintak Daerak
Denpan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
EABUPATEN ACLH TENGGARA,

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEHR TENGGARA

TENTARG RETRIBOSE DOKUMEN LELANG .
BAR

KETENTUAN UMumM
Pasal 1

Do Peraiurar Daeral ini yang dimaksud dengan :

a
b
e

d

Daerah adalah Kebupaten Aceh ‘Tenggars |

Pemcrintah Daerah adatan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengpara -
Repala Dacrah adaleh Bupati Aeet Tengpars |

Calon Peserta lelang adalah Orang pribadi atau Badan Hukum yang
SECATE sah telah memilil persyaratan untik ikt menjadi peserta
lelang

Dokumen Leleng adalah Siap ¥ang mengatu; tentang ketentuan-
kenfentuan mengenai svarat-sysral Pelelangan ber ups syaras syasa

administrast , syarat-syarat teknis | ganbar-gambar teknis dan Jain.
‘afn sehuburgan dengsr pelierioan yang akan di lelang-. i




I Suat Ketetapan Retribusi Dacrah {SKRD) adalah Surat Keputusay
Yang mienentylke

besa

¥a jumlah retribusi yeng terutang

B Fenyidik tindak Pidans

Seranghaian tindaien vang

bidang Retribug Dacrah &
kukan eleh Penyidik B

lan

zewial Negors
Sipil yang selanjutnye  disehyt Penyidik, unii IMENCET  gerty
g pulan bkt yeng dengan bukti terschut mermbyar teranz
Tindak Pidana di bidang Relribusi Daerat Bt menemigkan
fersanglanys |

. Masa R

ibusi  adaan suatt  jangka  wakiy erentu yang
menetepkan batas waktu hag wajih Rerribusi uneuk meme faatien
Jasa dan perifinan ertentu  dari  Pemerintan Daernh  yang
bersangiutan

L Burat Keretapan Retribusi Daerah | vang di singker SKRD adatas
Surat Keputugan YRUZ menentukan besarmys Jumlah Retribos
terliteng |

yang

Bural Ketetapan Re
disingkat SKRDIKRT meventukan

fambakan s umini Retribusi Dagean, ¥uTg telah ditetapkan |

U5l Dacrah Kurang Bayar Tambahan vang

Surat Keputumum

ke Surat Seterapen

Dacrah Lebih Rayar | yang dapal di
Singkat SKRDLB , adalah Sutee Keputusan yang menentukar, jumiai
Kelebihan Pembayazan Rptiipus; karena jumish Kredit Retsipus;
lebih bosar duri puda Retribus; Fane terutang dan tidal seharuanye
terulang

L Sumatfaghan

Paciah . yang dupat di singkat s7RD adalah
ikan Tagihan  Retry

surat unruk el

dan atay sanke;

fanisisest berupa binga dan wag denda

m. Waiis Rettibus ngaian OFENE Pribadi atau Bugan kinn yang
MERUMIL  Feraturan Pertindang undangan  Regripugg; Daerah
di kan untuk me Jeukan Pembayaran Retribusi Daevah

Pasal 2
Dengan name Retribusi Dolomes teleng i pungm Ret

Petbayaran Atas Jasa Pelavanan Smmeds




BAB 11
SUBJEK DAN OBJEK RETRIEUS]
Pasal 3
(1} Subjek adalah arang pribadi atau Badan hux
Bk dam memenubi s
12) Objek

melaks

M ang mempunys;
varaL untul menjad! peserta llang

aaleh kegiatan polayanan | pembinnan dan nengendatian

as lelang sertz pengadaan dokumen Ielang

BAB 11
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIZUS]
Pasal ¢
Stuktur dan besernya tari retibusi kegiatan proses lelang untk ;

Penyediaan Jasa Borongan, Penyodisan Barang |/ Tasa fainnya dan Penyedionn

Jasa Konsultan antera lain

~Nilai Pekerjaan 05/d 10,000,000,
- Nitai Tekeriaan 190.600.000 51d 500,000,000,
- Nilai Pekerjaan 400,100,000 i 1 Miliyar
- Nilai Fekerjaan 1 Miliyar id 3 Mil v
- Nilai Pekerpusn 3 Miliyar sid 10 Miliyar
- Nilai Pekerjaan Diiatas 10 Millyar,
Pavl §

Besornya nilai Retribusi | " (selu persen) dari hargs Jeten: dimaksud dalam
pasa 4 Peraturan im adalah sesusi dengan nilai flafon duri pekeraan yang

akan di felang .

BAR IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal §

Retribusi dipungur di Wilayah Kabupsten Acch Tenggara




BABV 5
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUST TERUTANG
Psal 7 "
Masa. Retribusi adalah suaty Jjangka waktu terteniy ¥ang merupakan
batas waib Retribusi untuic memanfaatican Iase dari Pemerintah Daeral

Pasal 8
Beat Retribusi terutang adalahi pada saat ditetapkannya SKRD atau
Pokumen lain yang dipersamakan .

BARB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 0
PUnEUL dengen menggunakan SKRD atau doleumen 1o n
yang dipersamakan .

(2} Hasll punguian Reus

sehagaimana. dimaksud delam pasal 3
Peraturas Daerah i df seror ke Kus Dagrah’

{81 Tertahap semua calo peserta lelang yang alkan mengamli dolumen
lelang S
BANKSI ADMINISTRAST
Pasal 10 .
() Dalam hal Retribusi  Dacrah  membayar tidak iepat skt atan

kurang membayas, Ji kenakan Sanksi Administrasi berupe denda 2 %
1Al pevsen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang ata kurang

dibayar daz di tagil dengan menyamakan STRD |

2 Betiap Pengajusn penawaran Pekerjaan oleh Pescrtn Lelang yang tidak

memenuhi - persturan-peraturan Dacrah inl | make Penawaran
Pekeriaan menyatakan batal
BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 11

(1} Pembayaran Retsibusi yang terutang haras dilunasi sek

{2} Retribusi yang terutang dilunasi sclambat-lambenya 15 ima belas)
hati sejak i terbitlannya SKRD stau Dokumen Jaln  yang
dipersamakarn SKROKET dan STRO | :



{31 Tata Cara Pembayaran , Tenyetoran tempat Pembayeran Retribusi gi
atur dengan Keputusan Kepais, Danrah

BABIX
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 12
(1] Retribusi terutang berdasrkan SKRD atay Dokumen lain yang di
persamakan SKRDKH | $TRD dan Surat Keputusan heberatan yang
menyebablean jurnlah Retribusi yang harus dibayar bertambah yang
fidak atau keurang di bayar oleh wajib Retrbusi dapat di tagih melabui
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLK) .
[2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN di laksenakan berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaky .
BABX
PENGEMBALIAN KELERIHAN PEMBAYARAH
Pasal 13
[l Retribusi terutang berdssarkan SKRD atan Delumen lain yang
dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang
mengehabkan jumlah retibusi yang harus dibeger bertambel yang
tidek atzu kurang dibavar oleh wajib retribusi dapat ditagh melafui
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara | BUPLN |,
{21 Penagihen  Retribusi melalni BUPLN  dilaksenkan  berdasarkan
Feraturan Perundang-undangan yang berlakn _
BAE X
PENGEMBALLAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 13

(1) Atas kelebihan Pembayaran retribusi . Wajlb  Retribust dapar

mengajukan prrewhonan Pengembalian kepada Kepala Dacrah |

(2) Heputusan Kepala Dacrabh dikerikan atas kelebihan Pembayaran
retribusi yang diajuken dalam jangka weldu paling lama & fenam)
bulan

(3] Apabilu jungka wakil sebaguimana dimaksad pada ayat (3 Pasal ini
telah  dilampaul  tidak mendapat Keputussn atas kelebitan

ajukan dianggap di kabulkan dan SKRDLDG

pembagaran yang

diterbitkan dalam jangka wakta paling lama 1 fsatu) bulen |

&



4] Apabila Wajib Retribusi mempunyal utang Retribusi lainsa, kelebiban
Pembayaran Retribusi sebagaiamana dicaksud pada ay:

1) Pasal ini
langsung i perhitungkan untuk melunasi terlebih dahly utang
Retribusi tersebut |

{5) Pengambilan Kelebihan Pembayarai Retribusi sebagaimana dimeksud
pada ayat (1) Fasal ini dilakukan dalem jangka waktu paling lama 2
(dua] bulnn sejak diterbitkannyva SKRDLR

() Apabila Pengambilan Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan
setelah lewat jangha wakiu 2 [dua) bulan |, kepala Dasrah memberikan
imbalan bunga sebesar 2 % (Gua persen) sebulan atas keterlambatan

leclebibian recribusi

Pasal 14

{1} Permokhonan Pengambilan Kelehihan Pembayaran Retribusi disjukan
recars tertulls lepada Kepale Dacrah melalui Kepala Dinas dengan

sekurang-kurangnya menvebutkan .

B

Wama dan alamar wajib Retribusi |

&

. Masa Retribusi

o

. Besarnya Krelebiban Pembayaran |

o

. Masan yang singlat das jolas .
(2 Permofionan.  Pengembalian  Kelebthan  Pembayaran  Resribust
dimampaikan secara Jangsimg atau melebibi Fos tercatat .

{3 Bukti penerimaan oich Priabat Daerah atay bukti pengiriman pos

tercatat morupakan ikt saat permshonan di terima oeh Kepala

D Pasal 15

1) Pengambilan kelohiben retbusi ditadekan dengan menerbitkan
Surat Pembayaran Kelebihan Retiibusi

Apabila Kelebihan Pembavaran Retribusi diperhitungian

dengan uang
relribusi lainya,

sebagaimana diniaksud pada pasal 19 ayar ]

=h ini pembayaran dilakukan dengan eara pemindaich

Peraturan Daer

bukuan der Lol petninds bukuan Juga berlaku sel

bukti

pembagaran




BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN-
PEMBEBASAN RETRIBUST
Pasalle
i Kepala  Dacwh  Memberlan  pemgurangan,  eringanan  dan

pembeiz san besarnya Retribusi

2) Permborian Pengurangan . kevinganan Gan pembebasan setribusi
sebagaimana dimaksud avet (1) pasel ini dengen memperibati:
kemampuan Wajib Releibusi . antara lain untuk mengangsur kasena
alam dan kerusubian |

{3 Taba cara pengumngan | kedinganan dan pembehmsan refribusi
ditetaplean oleh Kepals Daevah .

BAE XI1
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 17

] Hak uniuk melakukan Penagihan  Retribusi Eadaluarsa, setelah
melampaui jengka wakty 3 [tiga} tahun terhitung sefak saat
terutangnya retribusi kecuali mpabila Wijih Retribusi melrkukan
Tindak Pidana dibidang rerribusi.

(2} Kadaluarsa Penagihen Retdbusi sehagaimana dimslksud pada ayat {1)

Pasal ini tertangguh apaiial ;
2. Diterbitkan surat tepuran : atau
b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi haile langsung
maupun tiéa]r Jangsung
BAR XII1
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18
(1) Pelanggaran atns Peratwan Daerah i dikenakan hukuman

Yurungan paling lama 6 {enan) bulan ataw denda sebesar-besarnya
Rp. 5.000.000,- lima juta rupiah | .

{8) Tindak Pidana sehagaimana dimeksud pada ayal (1] adalah

pelanggaran.

[¥] Atas Pelanggaran Peraturan ini dapat dikenakan upaya paksa dengan

menfnl:eham‘ segala biaya yang timbul kepada sipelaky sipclanggaran



Pasal 19

(3] Pelabat Pegawai Negeri Sipil tertenty di Lingkungan Pemerintah

=]

)

Daerah di beri wewenang khusus sebagal penyidik unpux melaitukan
penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi daerals _

Wewshang penyidik scbagaimana dimaksud pade ayat (1 pasal ini
adalah ;

H keteranpan atay
Taporan  berkenan dengan Tindsk Pidana bidang  Retribusi
Deerah. %

&, mencari , mengumpulikan dan menel

. Meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan teniang kebenaran perbuatan yarig dilakian
sehub: 1 dengan tindak pidana bidang Retribusi Dacrah |
Meminta keterangan dan haban bukti dar orang pribadi atan
bodan sehubungan dengan

=

ndale pidana dibidang Retribusi
Daerals .
d. Memeriksa hulu-t

s cacatan-cacatan dan doliumen-dokumen
lain berkenan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Dacrah .

2 Melakukan penggeledahan untuk  mendapatkan Lahan bukti
permbuktian, cdcatan , dan dokumen-dolumen | sesta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut |

L Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan Tindak Fidana dibidang Retribusi Dasras .

& Menyuruh berhenti , melarang soseorang meninggalkan ruangan
alau tempat pada saet pemeriksaan sedang berlangsung dan
memerikse identitas seseorang dan atau dolumen vahg dibawa
sthagaimana dimaksod pada Laruf (a).

b Mematret sessorang yang berkaitan dengan Tindak  Pidana
Retribugl Deerah | .

i Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai lersanglea
aiau sanksi.

i Menghentikar peryidikan .

Je. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran pendidikan

tindak pidans di bidang Retribust dacrah menurut Aukum
dapat di pertanging jawabkan . ;




[3) Penyfdik  sebagaimanan  dimaksod pade avat (1] pa

ni

memberitahukan  dimulainga penyidikan dan menyamoaikan hasil

armyitlikan Jepada Promtus Umum | sesuat dengsr keloc

diatur dalam Undang-undang Nemor 8 T 81 Mukum Acera

Pudana " Pasal 20

{1] Pengambilan Kelebihan  Retribuai dilaknkan den menerbitkan

Surat Pembayaran Kelebilinn Retribusi |
(2] Apabila Kelehi

0 Pembayaran Retribusi df

poriitungkan dengan

uang Releibusi linnges | sehagaimann dimaiisud prda pasal 19

t) Peratian Daetab ini Pembayaran dilakukan dengan eas

pemindah bukuen fuga beriaku sobagal buldi Secbig armn

BAB XV
KETENTUAN FENUTUR
Pasal 23,
{1 Hakhal yang belum diatur dalam Perstuean dnoras i sepanjang
T kemudinn dengen Repuissan

mengenai pelaksansan alen ¢ 4
Kepala Dacrats

12} Peraturan daerah ini muin’ berlai sejal tanggal di o

danglkan

Agar seliap  orang dapat mongetahuings memetintahkan

Pengundangan Peraturan Dy

b ini dengan peaenpatannya da
Lembaran Dacrah Kabupaten Aceh Tenpgara

DITETAPKAN DI : KUTACANE
B ¥ 1113,
Diundangkan di ; Kutacone

Poda Tangeal ;12 Agril 2007 BUPATI ACEH TENGGARA

SEKRETARIS DAERAH KARUPATEN
ACEH TENGGARA . i Din
Cap/Dro £
s, H. ARMEM DESKY
Ir. H, SOPAN SERAYANG
Pembina Utama Muda
Nip. 190 006 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2002 NOMOR : 1}
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